
BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KHPUTUSAN BUPATI HALTUAHERA BARAT

NOMOR $e IKPTSI u\ 12A23

TENTANG

PE,NGES.4.IL{N PENGANGKATAN ANGGOTA. R{N,AN PERMUSYARAWATAN DE,SA {BPD}
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW} MENJADI ANGGOTA BADAN

PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINTTIF PADA DESA BUKUMATITI
KECAMATAN JAILOLO

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang

BUPATI HALMAT{ERA BARAT

'. a. bahwa sehubungan dengan salah satu (1) Anggota Badan
Permusyauaratan Desa (BPD) mengundurkan diri tidak melaksanakan
ker.r.aiiban dan di karenakan suatu dan lain hal. maka dipandang pertru.

menetapkan pengesahan pengangkatan An ggotan Badan Penn usyawaratan
Desa (BPDI Pengganti Antar Waktr"r (PAW) menjadi Anggota Badan
Pennusyanaratan Desa (BPD ) Definitif pada Desa Bukuunatiti
Kecamatan Jaiiolo KabLrpaten Halmahera Baral;

tr. bahr.m berdasarkan pertimbangan sebagaimana diniaksud pada hurLrf a.
periu rnenetapkan Keputr:san i:upati tentang Pengesahan Penganei<atan
Anggota Radan ilermus-_varvaratan Desa (BPD) Fengganti Antar Waktu
(PAW) Desa Bukumatiti Kecamatan.lailolo Kabupaten Hahnahera Barat;

: L Undang-unclang Nomor 60 l'ahun 1958 tentang Penetapan LJndang-undan-:r
Nomor -Iahun l0-{7 icnianE Pci:ibcniukan Daei"ah-Daerah Sr'"aiiianli'a
T'inekat il dalarn Wilayah Daerah Srvantantra 'i'ingkat I ln{ali"rku rnenjadi
Undang-undang:

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor ,16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propiirsi Maluk*
I ilrrr Kahlrnalfn Bttrtr Cia-lt (_4$rrnatsn Vlrlrrkrr fen,r_ra_ra Barat_

3. Unclang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupatelr
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahiira Selatan, Kabr"rpaten Kepulauan
Sula, Kabupaten }{almahera Tiinur dan Kota'fidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara;

4. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Penrerintahan Daerah;
5. {Jndang-undang Nomor 6 Tahun 201.1 tentang Desa;
6^ lJndang-undang Nomor I Tahun 2A22;
7. Peraturan Pemerintah Nomor -17 Tahun 2015 tentang perubahan atas

Peratutran Pernerintah Nlomor 43 'Iahun 2Al4 Tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-unclang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

8. Peraturan Pemerintah Nornor j 2 Tahun 2019
9" Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No ll0 Tahun 2016 Tentanq Badan

Permusyai.varatan l)esa.
10. Peraturan menteri Dalanr Negeri Nomor 77 Tahun 2A20;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Badan Permusyarawatan Desa;
X2. Peraturan Daerah Kabr,rpaten llahnahera Barat Nornor 2 Tahun ?021

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat
Nomor 6 Tahurr 2016 tentang pemhentukan dan susunan perangkat
Daerah,

!--1 Pci-attirait L)aci,ili ii.rlrrirr.ririi ilalinaher+ Li.ri-a1 iioiniir 5 [-.iliuii ]0ll:
tentang Al)Iiil Kai,rupaten Flalmaliera Barat Tahun Anggarali 2{i?;1"

h{engingat



I4. Peraturan Br;ps1! Hahaahera Barat Nome-rr 6tl Tahun ?022 tenrano
penjabaran APBD Tahun Anggaran 21lj;

Mernperhatikan : Surat Camat Jailoto Nomor 142198nA23, "fanggal 
09 Maret 202j

Perihal Fengusulan pAW Anggota BpD

Menetapkan :

KESA'|L] :

KEDUA :

KE]'IGA .

KEEMPAT :

KELI&{A ,

MEMI-ITUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan permusyawaratan Desa (ilPD)
Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Bukurnatiti I{ecanratan
.lailolo Kabupaten Flahnahera Barat, sebagaimana tercantun pada lainpiran
Keputusan ini.

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyalvaratan Desa (BpD) pergantian Antar
waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan
Permusvawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudatrnl,a oi tetapkan
berdasarkan mllsvawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kaii rnasa jabatan
berikutnva.

Bagi Anggota Badan Permusyalvaratan Desa (BpD) periode sebelumnva
yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tllgasnyu, *ulu
atas flarlla Pemerintah Kabupaten Haimahera Barat dengan ini nrenyanrpaikan
Llcapan terirna kasih dan penghargaan yan-q setingi-tingginva atas Dharma
Bhaktin5,a kepada kepada Bangsa dan Negara selarna ini;

tsadan Permusyawaratan Desa (BpD) pergantian Antar waktu dalarn
melaksaiiakafi tugasiiva, ,Sitegaskan irekerja dengan ikliias <iaii suiiggiih-
sungguh dengan tetap herpedoman pada ketentuan Ferumdang-undangun lung
beriaku:

Anggota Badan Permusyalvaratam Desa (BpD) ,vang berhalangan tetap dan
atau berhenti, maka secara oton:atis Anggata Badan pen::usyawa.ratan j,)esa.

(BPD ) perganti an Anrar Wakt u rn enggantikann,va;

Dengan Berlakurrya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat
Nomor S3/KPTS/IV12A?1 khususny'a kolom 4 angka 2 l)esa Bukumatiti cti
nyatakan di cabut dan tidak berlaku laci;

Keputusan ini rnr-rlar berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal '. A JuLi 2423

BUPATI EATMAIIE BARAT

Ternbusan . disampaikan kepada;
Yth. l. Cribemur \,laluku Utara di Sofiil.

3. Kepala Bada, Kesbangpol & l,rnmas Kab.Hairnarrcra Barat di Jailoro.
3 Kepala BPI\{D Kab. Halmahera Barat di jailoio.
I Lnbar Tiil Pcn:.-rinrahal Scidl l.ab. Ilahnahura Ba;.ai di itil.;lo.

5. Camat Ibu iaiiolo di Acango
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunva.

Ass. Birl Pem & Kesra. JA1UES LTANG



I,AMPIRAN

D,{FT'AR

KEPIJTIISAN BTIPATI HAI-IIIAT{I]RA RARAT NO]\4OR 1(9,'KPTSI\'II/ TAFIT]N 202-1
TANGGAL b J url..r TAHUN 2023
PENGESATiAJTI PEN GAI. GKATAN A NGGOTA BADAN PT]T{MI-IS YAWARA.IAN DE S A
(BPD) PERG,\NTIAi\J ANTAR lvAKTU (PAw) DESA BLIKUI,IATITI KECAIVIATAN
JAILOLO KABUPATEn- I{ALMAI{ERA BA.RAT

BARAT

JAMES UANG

ITO NAMADESA NAMAANGGOTAYANG
BERAKHIR MASA TUGAS

NAMAANGGOTAYANG
Dt{.NGKAT

JABATAN

I 2 J d 5

1 BUI{UMATITI DETRISEKEN NGOI{GADI JtrRET'HIMO ANGGOTA

BLTPATI HAL]IL{H

Ass. Bid Pem & Kesra

Ka!.aq Hrrl: rrrrr .!' Orr'w \,lb


